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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, buku yang berjudul 

"Kapita Selekta Hukum Tata Negara" ini dapat diselesaikan dengan 

baik. 

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan bidang ilmu yang dinamis, 

bergerak seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, dinamika 

politik, dan tuntutan reformasi hukum di suatu negara. Di Indonesia, 

dinamika ini terus melahirkan diskursus yang kaya, mulai dari 

penguatan sistem presidensial, penataan lembaga negara, pengujian 

undang-undang, hingga perlindungan hak asasi manusia dan 

penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. 

Buku Kapita Selekta Hukum Tata Negara ini hadir sebagai 

ikhtiar akademik untuk merangkum, membedah, dan menganalisis 

berbagai isu krusial, kontemporer, serta terpilih (selekta) di seputar 

hukum ketatanegaraan. Melalui pendekatan teoretis sekaligus praktis, 

buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif bagi pembaca dalam memetakan persoalan 

ketatanegaraan yang terjadi saat ini. 

Secara garis besar, buku ini menyajikan pembahasan yang 

mendalam mengenai: 

1. Perkembangan teori konstitusi dan pelembagaannya. 

2. Dinamika hubungan antarlembaga negara pasca-amandemen UUD 

1945. 

3. Sistem pemilu, partai politik, dan penegakan hukum pemilu. 

4. Peran peradilan konstitusi dalam mengawal hak-hak konstitusional 

warga negara. 

5. Isu-isu krusial penataan daerah dan otonomi khusus. 

 

Kehadiran buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan, 

bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
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keluarga, rekan sejawat, sesama akademisi, praktisi hukum, serta 

pihak penerbit yang telah membantu proses penerbitan buku ini 

hingga siap di tangan pembaca. 

Penulis menyadari bahwa dinamika Hukum Tata Negara akan 

terus berkembang, dan buku ini tentu tidak luput dari kekurangan. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, 

memantik diskusi akademik yang sehat, serta memberikan kontribusi 

nyata bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara dan pembangunan 

hukum nasional di Indonesia. 
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Isu Hukum Kontemporer Utama (Entry Points) 
Dinamika ketatanegaraan Indonesia hari ini berada di persimpangan 

jalan antara mempertahankan doktrin klasik dan melakukan 

lompatan progresif demi menjawab tantangan zaman. Untuk 

menjembatani seluruh gagasan dalam buku Kapita Selekta Hukum 

Tata Negara ini, terdapat lima isu hukum utama yang menjadi benang 

merah sekaligus pintu masuk akademis dalam bab pendahuluan ini. 

 

Ketegangan antara Doktrin Open Legal Policy dan Gejala 

Executive/Legislative Aggrandizement dalam Pengujian 

Undang-Undang 
Isu ini mengkritisi batas samar antara wilayah politik pembentuk 

undang-undang (DPR dan Presiden) dengan wilayah ajudikasi 

konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Sering kali, dalih kebijakan 

hukum terbuka (open legal policy) digunakan sebagai tameng 

kelengahan legislatif atau bahkan perluasan kekuasaan secara 

terselubung. Open legal policy yang sah harus dibatasi oleh supremasi 

konstitusi, perlindungan hak, dan alasan kebijakan yang rasional serta 

proporsional; ia berubah menjadi legislasi korosif ketika efek yang 

dapat diperkirakan justru melemahkan akuntabilitas, menutup 

partisipasi, dan memusatkan kekuasaan di balik prosedur 

mayoritarian formal (Indrastuti & Laksito, 2026; Petrov, 2024; Arifin 

et al., 2025). 

Kerangka Uji Pembeda yang paling operasional adalah menggeser 

fokus dari niat subjektif ke efek yang dapat diperkirakan (foreseeable 

effects), karena niat buruk pembentuk undang-undang sering sulit 

dibuktikan, sangat kontekstual, dan mudah tersamarkan oleh 

kepatuhan prosedural formal (Petrov, 2024). Legislasi patut dicurigai 

korosif bila secara probabilistik mengurangi operabilitas atau 

otonomi mekanisme akuntabilitas, menimbulkan kerusakan serius 

dalam konteks ketatanegaraan yang lebih luas, dan tidak disertai 

pengaman yang memadai (Petrov, 2024). Ini sejalan dengan temuan 

bahwa penyalahgunaan konstitusional modern biasanya bekerja 

lewat instrumen yang tampak sah, tetapi dipakai untuk meniadakan 

checks and balances secara bertahap (Özcan & Kimya, 2023; 

Fernandes & Guedes, 2025). 
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Secara normatif, open legal policy bukan kebebasan absolut 

legislator. Doktrin itu sah hanya sejauh tidak bertentangan dengan 

konstitusi, tidak menggerus hak konstitusional warga, dan tetap 

tunduk pada proporsionalitas, rasionalitas, serta kepastian hukum 

(Indrastuti & Laksito, 2026; Arifin et al., 2025). Literatur Indonesia 

juga menekankan bahwa menganggap open legal policy sebagai 

kebebasan mutlak justru paradoksal, karena kebebasan legislator 

tanpa batas akan menghapus kebebasan warga yang diatur oleh 

undang-undang itu sendiri (Wibowo, 2018). 

Parameter progresif menuntut hukum dinilai dari keadilan 

substantif, bukan legalitas formal semata. Dalam pendekatan hukum 

progresif, kebijakan yang sah harus terbuka pada konteks sosial, 

aspirasi publik, dan nilai kemanusiaan, serta menolak formalisme 

yang menutup partisipasi masyarakat (Fitriani et al., 2025). Konstitusi 

yang terbuka juga dipahami sebagai kerangka untuk politik yang 

plural, bukan cetak biru tunggal yang menutup pilihan politik 

alternatif (Dani, 2023). 

 

Tabel 1.1: Parameter Pembeda Kebijakan Terbuka dan Legislasi 

Korosif 

Parameter 
Open legal policy yang 

Sah 
Legislasi Korosif 

Tujuan Melayani kemaslahatan 
publik atau kepentingan 
publik yang nyata 

Melayani pemusatan 
kuasa atau kepentingan 
kelompok dominan 

Hubungan 
dengan 
konstitusi 

Konsisten dengan 
supremasi konstitusi dan 
hak dasar 

Memakai bentuk hukum 
untuk mengosongkan 
makna konstitusi 

Efek pada 
akuntabilitas 

Menjaga atau 
memperkuat checks and 
balances 

Melemahkan 
akuntabilitas horizontal 
dan pengawasan 

Proses legislasi Deliberatif, partisipatif, 
dan memberi waktu 
persiapan memadai 

Dipercepat, eksklusif, atau 
meminggirkan oposisi 

Orientasi 
keadilan 

Proporsional, rasional, 
dan substantif 

Formal-majoritarian, 
tetapi eksploitatif dan 
tidak inklusif 

Sumber: Diolah penulis, 2026 
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Pendahuluan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 

fungsi fundamental negara dalam mewujudkan tujuan bernegara 

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui instrumen peraturan 

perundang-undangan, negara tidak hanya menciptakan kepastian 

hukum, tetapi juga mengarahkan pembangunan nasional, mengatur 

distribusi kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, serta 

menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam 

masyarakat. Sebagai akibatnya, proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai 

aktivitas teknis penyusunan norma, melainkan sebagai manifestasi 

dari politik hukum negara yang mencerminkan orientasi, tujuan, dan 

pilihan kebijakan yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang-

undang (Mahfud, 2017). 

Dalam perspektif negara hukum demokratis (democratic 

constitutional state), hukum tidak lahir dalam ruang hampa. Setiap 

norma yang dibentuk selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

dinamika politik, perkembangan ekonomi, perubahan sosial, 

kemajuan teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. 

Kondisi ini menyebabkan pembentuk Undang-undang sering 

dihadapkan pada pelbgai alternatif pengaturan yang sama-sama 

memiliki dasar rasional dan argumentasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada posisi ini, konstitusi tidak selalu 

memberikan jawaban yang bersifat eksplisit dan rinci. Sebaliknya, 

konstitusi umumnya hanya memberikan kerangka dasar, prinsip-

prinsip umum, serta arah kebijakan yang harus dijabarkan lebih lanjut 

melalui peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2018). 

Keterbatasan konstitusi dalam mengatur secara detail seluruh 

aspek kehidupan bernegara melahirkan kebutuhan akan ruang 

kebebasan bagi pembentuk Undang-undang untuk menentukan 

pilihan hukum tertentu. Ruang kebebasan inilah yang dalam teori 

hukum tata negara dikenal sebagai kebijakan hukum terbuka (open 

legal policy). Konsep tersebut pada dasarnya mengakui bahwa 

terdapat wilayah pengaturan tertentu yang diserahkan oleh konstitusi 
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kepada pembentuk Undang-undang untuk diatur berdasarkan 

pertimbangan politik hukum, kebutuhan masyarakat, dan tujuan 

penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, selama konstitusi tidak 

menentukan secara tegas model pengaturan yang harus dipilih, 

pembentuk Undang-undang memiliki keleluasaan untuk menetapkan 

kebijakan hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan 

nasional (Indrati, 2020). 

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, konsep 

kebijakan hukum terbuka memperoleh relevansi yang semakin besar 

setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Kehadiran 

Mahkamah Konstitusi membawa konsekuensi munculnya mekanisme 

pengujian konstitusionalitas Undang-undang (judicial review), yang 

memungkinkan setiap produk legislasi diuji kesesuaiannya dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, tidak semua norma 

yang diuji dapat dinilai semata-mata berdasarkan parameter 

konstitusional yang eksplisit. Terdapat sejumlah materi muatan 

Undang-undang yang berada dalam wilayah kebijakan hukum 

pembentuk Undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi 

cenderung memberikan penghormatan terhadap pilihan kebijakan 

tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 

konstitusi (Isra, 2019). 

Perkembangan doktrin kebijakan hukum terbuka dalam praktik 

Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya upaya untuk menjaga 

keseimbangan antara prinsip supremasi konstitusi dan prinsip 

demokrasi. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi berkewajiban 

memastikan bahwa setiap Undang-undang tidak melanggar hak 

konstitusional warga negara dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

dasar konstitusi. Namun di sisi lain, Mahkamah juga harus 

menghormati kewenangan pembentuk Undang-undang sebagai 

lembaga yang memperoleh legitimasi demokratis untuk merumuskan 

kebijakan publik. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar 

mekanisme judicial review tidak berkembang menjadi praktik judicial 

supremacy, yaitu kondisi ketika hakim konstitusi secara berlebihan 

mengambil alih fungsi legislasi yang menjadi kewenangan pembentuk 

Undang-undang (Asshiddiqie, 2006). 



Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
 

 

85 Erifendi Churniawan 

Daftar Pustaka 

Ackerman, Bruce, (2000), “The New Separation of Powers”, Harvard 

Law Review , Vol. 113 Januari. Doi: 

https://doi.org/10.2307/1342286  

Asshiddiqie, Jimly, (2006), Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 

Jakarta: Konstitusi Press 

_____________________, (2018), Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 

_____________________, (2019), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 

Jakarta: Rajawali Pers 

Barak, Aharon, (2006), The Judge in a Democracy, Princeton: Princeton 

University Press 

_____________________, (2012), Proportionality: Constitutional Rights and 

Their Limitations, Cambridge: Cambridge University Press 

Baxi, Upendra, (2000), “Constitutionalism as a Site of State Formative 

Practices”, Cardozo Law Review, Vol. 21, doi: 

https://larc.cardozo.yu.edu/clr/vol21/iss4/10  

Beatty, David M., (2004), The Ultimate Rule of Law, Oxford: Oxford 

University Press 

Breyer, Stephen, (1993), Breaking the Vicious Circle: Toward Effective 

Risk Regulation, Cambridge: Harvard University Press 

Dworkin, Ronald, (1977), Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard 

University Press 

_____________________, (1996), Freedom's Law: The Moral Reading of the 

American Constitution, Cambridge: Harvard University Press 

Friedrich, Carl J., (1950), Constitutional Government and Democracy, 

Boston: Ginn and Company 

Gaffar, Janedjri M., (2012), Demokrasi Konstitusional: Praktik 

Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: 

Konstitusi Press 

_____________________, (2013), Mahkamah Konstitusi dan Dinamika 

Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press 

https://doi.org/10.2307/1342286
https://larc.cardozo.yu.edu/clr/vol21/iss4/10


Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

 

86 Erifendi Churniawan 

Habermas, Jürgen, (1996), Between Facts and Norms: Contributions to 

a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge: MIT Press 

Hayek, Friedrich A., (1960), The Constitution of Liberty, Chicago: 

University of Chicago Press 

Huda, Ni'matul, (2020), Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: 

Rajawali Pers 

Indrati, Maria Farida, (2020), Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar 

dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius 

Isra, Saldi, (2018), Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia, Depok: Rajawali Pers 

_____________________, (2019), Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya 

Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, 

Jakarta: Rajawali Pers 

_____________________, (2021), Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, 

Wewenang dan Dinamika Konstitusional, Depok: Rajawali Pers 

_____________________, (2021), Sistem Pemerintahan Indonesia: 

Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan 

Presidensial, Depok: Rajawali Pers 

Mader, Luzius, (2001), “Evaluating the Effects: A Contribution to the 

Quality of Legislation”, Statute Law Review, Vol. 22, No. 2, doi: 

https://doi.org/10.1093/slr/22.2.119  

Mahfud MD, Moh., (2017), Membangun Politik Hukum, Menegakkan 

Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers 

_____________________., (2017), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: 

Rajawali Pers 

Möller, Kai, (2012), The Global Model of Constitutional Rights, Oxford: 

Oxford University Press 

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, (1978), Law and Society in 

Transition: Toward Responsive Law, New York: Harper & Row 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 

https://doi.org/10.1093/slr/22.2.119


Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
 

 

87 Erifendi Churniawan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

Rahardjo, Satjipto, (2009), Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum 

Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing 

Sunstein, Cass R., (2018), The Cost-Benefit Revolution, Cambridge: MIT 

Press 

Tushnet, Mark, (1999), Taking the Constitution Away from the Courts, 

Princeton: Princeton University Press 

Vile, M. C. J., (1998), Constitutionalism and the Separation of Powers, 

Indianapolis: Liberty Fund 

Waldron, Jeremy, (1999), Law and Disagreement, Oxford: Oxford 

University Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

 

88 Erifendi Churniawan 

PROFIL PENULIS  

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.  
Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 

1986 adalah seorang birokrat sekaligus 

seorang tenaga pendidik di Politeknik 

Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun 

yang telah memiliki Riwayat Penugasan 

BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal 

(2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan 

Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun 

(2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d 

Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah 

mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun 

dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas 

dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus 

menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III 

di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di 

Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi 

Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II 

Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari 

Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum 

diperoleh dari Universitas Islam Kadiri (tahun 2017), serta 

menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum di Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta (tahun 2023). 

 

E-mail Penulis: erifendi@ppi.ac.id 

mailto:erifendi@ppi.ac.id


Perbedaan dan Sinergi Antara Koperasi Dan UMKM 
 

 

89 Susilaningtyas Budiana Kurniawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

AKTIVISME YUDISIAL 

DALAM PUTUSAN 

PENGUJIAN UU 

TERHADAP UUD 
 

 

 

Rasyid Tanjung, S.H., M.H. 

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 

 

 

 

 

 

 



Aktivisme Yudisial Dalam Putusan Pengujian UU Terhadap UUD 

 

90 Rasyid Tanjung 

Pendahuluan 

Ada paradoks yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam kajian 

hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk 

sebagai penjaga konstitusi, tetapi dalam sejumlah putusannya justru 

bertindak sebagai pencipta konstitusi. Pergeseran fungsi Mahkamah 

Konstitusi (MK) dari guardian of the Constitution menjadi co-creator of 

the Constitution dianalisis oleh (Hendrianto, 2018). Menurutnya, MK 

tidak lagi hanya menjaga konstitusi melalui judicial review, tetapi juga 

berperan membentuk makna dan perkembangan konstitusi melalui 

putusan-putusannya. Lembaga yang seharusnya menjadi guardian 

berubah menjadi maker. Ini bukan tuduhan melainkan kenyataan 

kelembagaan yang perlu dibaca secara jernih dan kritis (Huda, 2014). 

Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, lahir dari 

semangat reformasi yang menghendaki mekanisme pengujian 

konstitusional yang terpusat, profesional, dan independen. 

Kewenangan utamanya adalah menguji undang-undang terhadap 

UUD NRI 1945. Dalam dua dekade perjalanannya, MK telah 

mengeluarkan ratusan putusan yang mencakup hampir seluruh 

bidang hukum publik: pemilu, otonomi daerah, hak asasi manusia, 

pidana, agraria, hingga kebijakan ekonomi nasional (Asshiddiqie, 

2006a). 

Dari ratusan putusan itu, muncul pola yang tidak bisa diabaikan. 

MK tidak selalu membatasi diri pada pertanyaan yang diajukan 

pemohon. MK tidak selalu puas dengan menyatakan sebuah norma 

konstitusional atau tidak. MK kerap melangkah lebih jauh: 

merumuskan norma baru, menetapkan syarat tafsir, memberi tenggat 

kepada pembentuk undang-undang, bahkan mengatur hal-hal teknis 

yang semestinya menjadi urusan lembaga lain. Inilah yang dalam 

literatur hukum konstitusional dikenal sebagai aktivisme yudisial 

(judicial activism) (Cappelletti, 1980). 

Bab ini tidak bermaksud menghakimi aktivisme yudisial sebagai 

sesuatu yang niscaya buruk atau niscaya baik. Yang ingin dicapai 

adalah sesuatu yang lebih penting: memahami fenomena ini secara 

konseptual, memetakan manifestasinya dalam putusan-putusan 

konkret MK Indonesia, menelaah legitimasinya dalam bingkai 

konstitusi dan teori demokrasi, serta merumuskan batas-batas yang 
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dapat menjaga MK tetap bekerja sebagai lembaga hukum, bukan 

lembaga politik yang mengenakan jubah yudisial. Pendekatan yang 

digunakan adalah gabungan antara metode doktrinal dan komparatif. 

 

Aktivisme Yudisial: Genealogi Konsep dan Batas-Batasnya 

1. Dari Schlesinger hingga Perdebatan Kontemporer 

Istilah judicial activism lahir bukan dari ruang akademik, 

melainkan dari jurnalisme. Arthur Schlesinger Jr. menggunakannya 

pertama kali dalam artikel di majalah Fortune pada Januari 1947, 

untuk membedakan dua kelompok hakim di Mahkamah Agung 

Amerika Serikat yang berbeda cara pandangnya dalam memutus 

perkara. Schlesinger tidak memaknainya sebagai kritik. Ia hanya 

mendeskripsikan gaya hakim (Jr, 1947). 

Namun, sejarah konsep ini bergerak jauh dari asal-usulnya 

yang netral. Dalam perdebatan hukum konstitusional Amerika 

pasca-Brown v. Board of Education (1954) dan pasca-era Warren 

Court, istilah aktivisme yudisial mulai memuat muatan normatif 

yang kuat. Kelompok konservatif menggunakannya sebagai 

serangan terhadap hakim-hakim yang dianggap melampaui teks 

konstitusi. Kelompok progresif menggunakannya sebagai pujian 

atas keberanian hakim untuk melindungi hak-hak yang diabaikan 

oleh parlemen. Perdebatan ini tidak pernah selesai, dan tidak akan 

selesai, karena ia menyentuh pertanyaan paling fundamental 

tentang hakikat demokrasi konstitusional. 

Keenan Kmiec, dalam kajian komprehensifnya tentang makna-

makna aktivisme yudisial, mengidentifikasi tidak kurang dari lima 

pengertian yang berbeda yang digunakan dalam literatur: 

pembatalan tindakan konstitusional lembaga lain, pengabaian 

preseden, pembuatan kebijakan oleh pengadilan, penyimpangan 

dari metode interpretasi yang diterima, dan pembuatan putusan 

berdasarkan pertimbangan di luar hukum. Keragaman pengertian 

ini bukan kelemahan konsep. Ia justru mencerminkan bahwa 

aktivisme yudisial bukan satu peristiwa, melainkan sebuah 

kontinum perilaku yudisial yang perlu dianalisis kasus per kasus 

(Kmiec, 2004). 
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Pendekatan Konseptual dan Yurisprudensial 

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan mekanisme pengawasan 

konstitusional terhadap norma yang dibentuk oleh pembentuk 

undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan 

kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam 

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam 

proses tersebut, pemohon harus memiliki kedudukan hukum atau 

legal standing sebelum Mahkamah Konstitusi memeriksa pokok 

permohonan. Kedudukan hukum menunjukkan hubungan yang nyata 

antara pemohon, hak konstitusional yang dimilikinya, dan norma 

undang-undang yang dipersoalkan. Oleh karena itu, konsep kerugian 

konstitusional menjadi unsur utama dalam menentukan apakah 

seseorang atau suatu pihak dapat mengajukan permohonan judicial 

review (Anastasya & Kusdarini, 2025). 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menetapkan 

bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-

undang. Ketentuan tersebut mencakup perseorangan warga negara 

Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik 

atau privat, dan lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional 

adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak 

konstitusional dapat berbentuk hak atas persamaan di hadapan 

hukum, kepastian hukum yang adil, kebebasan beragama, kebebasan 

berpendapat, atau hak lain yang dijamin oleh konstitusi. Dengan 

demikian, legal standing tidak hanya bergantung pada status 

pemohon, tetapi juga pada kemampuan pemohon untuk menjelaskan 

hak konstitusional yang dirugikan (Bisariyadi, 2017). 

Mahkamah Konstitusi mengembangkan ukuran kerugian 

konstitusional melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

menegaskannya kembali dalam Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 
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Pemohon harus memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang 

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan menganggap hak atau 

kewenangan tersebut telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 

Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan 

akan terjadi. Pemohon juga harus menunjukkan hubungan sebab-

akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang serta 

kemungkinan bahwa putusan yang mengabulkan permohonan dapat 

mencegah atau menghilangkan kerugian tersebut. Kelima syarat 

kerugian konstitusional tersebut bersifat kumulatif, sehingga 

pemohon harus memenuhi seluruh unsur untuk memperoleh 

kedudukan hukum. 

Kerugian konstitusional berbeda dari kerugian hukum biasa 

karena sumber hak yang dilanggar dan penyebab kerugiannya tidak 

sama. Kerugian konstitusional muncul ketika berlakunya suatu norma 

undang-undang mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak 

yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya, kerugian hukum 

biasa dapat timbul akibat pelanggaran kontrak, perbuatan melawan 

hukum, keputusan administratif, atau kesalahan penerapan norma 

tanpa persoalan konstitusionalitas undang-undang. Kerugian materiil, 

seperti hilangnya pendapatan atau harta, tidak otomatis menjadi 

kerugian konstitusional apabila pemohon tidak dapat 

menghubungkannya dengan hak konstitusional dan norma undang-

undang yang diuji. Oleh sebab itu, pemohon harus menguraikan hak 

konstitusional, norma yang diuji, bentuk kerugian, hubungan sebab-

akibat, dan kemungkinan pemulihan secara jelas dalam 

permohonannya (Rusmana, 2024). 

Kebutuhan untuk menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas 

kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi membentuk doktrin 

kerugian konstitusional melalui putusan-putusannya. Doktrin 

tersebut tidak lahir secara langsung dari rumusan Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena ketentuan itu hanya 

mengatur kategori pemohon dan syarat umum mengenai kerugian 

hak atau kewenangan konstitusional. Pada masa awal pengujian 

undang-undang, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan 

tersebut untuk memperoleh ukuran yang lebih jelas dalam menilai 
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Pendahuluan 

Pengaduan Konstitusional, atau yang lebih dikenal dengan 

Constitutional Complaint, adalah pengaduan yang diajukan oleh 

individu (warga negara) ke Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan 

atau kelalaian yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas publik, yang 

mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional orang tersebut. Pada 

umumnya, constitutional complaint hanya dapat diterima (admissible) 

apabila semua upaya hukum yang tersedia untuk menyelesaikan 

masalah tersebut telah ditempuh (I Dewa Gede Palguna, 2013). Objek 

pengaduan dapat ditujukan pada tindakan pejabat publik yang secara 

garis besar dapat diartikan mencakup tindakan atau kelalaian instansi 

pemerintah, undang-undang, atau putusan pengadilan. Namun, 

constitutional complaint belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

Padahal, sebagai the Guardian of Constitution, keberadaan mekanisme 

constitutional complaint sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi 

untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara (Ryan 

Fachryan Lesmana Putra & Nandang Pamungkas, 2025). 

Diskusi mengenai constitutional complaint bukanlah hal yang 

baru. Setidaknya, menurut Fajrul Falaakh pada tahun 2010, pada 

dasarnya constitutional complaint merupakan upaya hukum (legal 

remedy) untuk memenuhi hak-hak konstitusional atau memulihkan 

hak-hak konstitusional yang dilanggar (violation of constitutional 

rights). Keterlanggaran hak konstitusional oleh produk legislasi 

mendorong permohonan pengujian legislasi (judicial review of 

legislation). Keterlanggaran hak/wewenang konstitusional oleh 

tindakan lembaga negara juga dapat diperiksa sebagai sengketa 

kewenangan antarlembaga negara, semestinya memungkinkan 

perseorangan warga negara untuk memerkarakannya ke pengadilan 

(individual constitutional complaint) (Mohammad Fajrul Falaakh, 

2010). Lebih lanjut, menurut Fajrul Falaakh, constitutional complaint 

memiliki karakteristik yang sama dengan judicial review pada model 

Eropa (seperti tersentralisasi, menjaga integritas konstitusi, serta 

dapat terkait dengan pembatalan undang-undang). Constitutional 

complaint juga mengandung watak khusus tertentu seperti kerugian 
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konstitusional yang bersifat aktual dan sudah ditempuh upaya hukum 

untuk menghentikan dan atau menghapus kerugian konstitusional 

dimaksud (Mohammad Fajrul Falaakh, 2010). Konsep constitutional 

complaint juga erat kaitannya dengan asas konstitusionalisme karena 

menjadi jalan untuk memperjuangkan hak konstitusional yang telah 

dilanggar oleh organ negara (Zoelva, 2012). 

 

Constitutional Complaint dan Hak Asasi Manusia 
Indonesia telah mengenal hak asasi kita bukan sebagai sesuatu yang 

baru, sebab telah tercermin dalam hukum adat serta adat istiadat. 

Kendati demikian, hak asasi manusia di Indonesia juga berkembang, 

misalnya, pada masa penjajahan Hindia Belanda terdapat pembatasan 

hak asasi manusia yang lebih mengedepankan kepentingan kolonial  

(Bagir Manan, 2024:15). Periode selanjutnya, muncul gagasan para 

pendiri bangsa mengenai Hak Asasi Manusia seperti Sukarno, 

Supomo, Hatta, dan Sukiman (Bagir Manan, 2024:20-30). Hingga kini 

telah tertuang pada konstitusi. 

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi 

sebagai hukum tertulis dengan kedudukan tertinggi (Monika Esterina 

Situmorang et al., 2023). Konstitusi memuat berbagai hak asasi 

manusia sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 28 hingga 28J 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945). Konstitusi, baik yang bersifat formal/tertulis maupun 

informal/tidak tertulis, merujuk pada seperangkat prinsip yang 

menjadi landasan pemerintahan suatu negara serta menetapkan hak-

hak rakyat (Wong et al., 2021). Pada dasarnya, tujuan akhir dari 

sebuah konstitusi adalah pertama, membatasi kekuasaan pemerintah 

dan kedua, menjamin hak asasi manusia masyarakatnya (Habermas, 

2001). 

Indonesia juga merupakan negara yang demokratis sebagaimana 

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar". Dalam sistem demokrasi, umumnya terdapat hubungan positif 

antara konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia (Rosenfeld, 

2001). Saat ini, juga terdapat kebutuhan akan cara-cara yang efektif 
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Latar Belakang Pemilu Serentak dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia 

Gagasan untuk menyatukan hari pemungutan suara dalam pemilihan 

umum (pemilu) di Indonesia sebetulnya bukan sekadar urusan teknis 

efisiensi anggaran. Lebih dari itu, ia adalah sebuah proyek besar 

"purifikasi" sistem pemerintahan presidensial. Jauh sebelum Pemilu 

2019 dan 2024 digelar, arsitektur politik kita terjebak dalam anomali 

divided government. Presiden terpilih sering kali tersandera oleh 

parlemen yang dikuasai oposisi karena pemilu legislatif dan pemilu 

presiden sengaja dipisah. Akibatnya, roda pemerintahan berjalan 

lambat karena diwarnai kompromi politik yang transaksional. 

Titik balik ketatanegaraan kita terjadi ketika Mahkamah 

Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. 

Melalui putusan monumental ini, MK merombak tafsir Pasal 22E UUD 

NRI Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa pemilu untuk memilih 

anggota legislatif dan presiden harus dilakukan serentak. Desain baru 

ini dirancang untuk menciptakan efek ekor jas (coattail effect) 

(Argoebie et al., 2025). Dengan harapan masyarakat memilih presiden 

sekaligus partai pendukungnya, sehingga menciptakan koalisi yang 

lebih stabil dan permanen di parlemen. 

Sebagai kelanjutan dari uji coba tahun 2019, Pemilu Serentak 

2024 menjelma menjadi ujian kedewasaan sesungguhnya bagi 

institusi demokrasi kita sekaligus magnet perhatian global. Di satu sisi, 

hajatan besar ini membuktikan bahwa transisi kepemimpinan 

nasional dan prosedur formal ketatanegaraan masih mampu berjalan 

tepat waktu sesuai mandat UUD 1945. Namun, di sisi lain, desain 

pemilu "borongan" yang menggabungkan pemilihan presiden dan 

legislatif dalam satu hari justru memicu perdebatan mendalam di 

kalangan pemikir hukum tata negara. Kita dipaksa berhadapan 

dengan sebuah pertanyaan reflektif: apakah kita sedang melangkah 

menuju pematangan demokrasi (mature democracy), atau justru 

perlahan tergelincir ke dalam arus kemunduran demokrasi 

(democratic backsliding) akibat ruang bagi pemilih untuk berpikir 

rasional dan informatif sengaja ditenggelamkan oleh hiruk-pikuk 

politik elektoral. 
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Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab sepanjang 

tahapannya, Pemilu 2024 terus-menerus diguncang oleh benturan 

norma dan perdebatan etika konstitusi yang cukup ekstrem (Ahmad 

et al., 2025). Mulai dari manuver politik yang mengembuskan wacana 

perpanjangan masa jabatan presiden, drama yudisial perubahan 

syarat usia calon wakil presiden di menit-menit akhir, hingga sorotan 

tajam atas runtuhnya netralitas aparat serta politisasi bantuan sosial 

demi kepentingan elektoral. Ketegangan ini kian diperparah oleh 

penetrasi teknologi di era digital, di mana derasnya arus disinformasi 

dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam 

kampanye telah mengaburkan hak konstitusional warga negara untuk 

mendapatkan informasi yang jujur. Alhasil, kontestasi tidak hanya 

terasa tidak setara secara struktural akibat mobilisasi sumber daya 

negara, tetapi juga mengalami bias informasi yang hebat di tingkat 

akar rumput. 

Pada akhirnya, seluruh dinamika yang mengemuka dalam Pemilu 

2024 memberikan pelajaran berharga bahwa kesehatan demokrasi 

kita tidak lagi ditentukan oleh ketersediaan teks-teks hukum di atas 

kertas, melainkan pada konsistensi moral untuk menghormati 

semangat konstitusionalisme itu sendiri (Sapii, Pratama and Aponno, 

2022). Ketika tafsir hukum, kebijakan publik, dan fasilitas negara 

dengan mudah ditekuk demi melayani kepentingan kekuasaan jangka 

pendek, esensi kedaulatan rakyat jelas sedang dipertaruhkan. Oleh 

karena itu, Pemilu 2024 harus dibaca sebagai momentum refleksi 

nasional yang mendesak bagi seluruh aktor politik untuk 

menghentikan praktik rule by law, memulihkan kembali independensi 

lembaga-lembaga konstitusional, dan memastikan bahwa setiap 

proses politik di masa depan wajib berjalan di dalam koridor etika 

hukum yang berkeadilan. 

 

Perkembangan Konsep Pemilu Serentak dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI 

Tahun 1945. Secara doktrinal, pemilu adalah instrumen utama dalam 

menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignty) yang 



 Konstitusionalitas Pemilu Serentak 2024 dan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden  

 

165 Fajar Prima Julian 

Daftar Pustaka 

Ahmad, A. et al. (2025) HUKUM PEMILU & HUKUM PARTAI POLITIK DI 

INDONESIA REGULASI, DINAMIKA, DAN TANTANGAN. 1st edn. 

Edited by I. Isnawati. Tangerang: Adikara Cipta Aksa. Available at: 

https://doi.org/10.3969/j.issn.0257-0289.2009.04.015. 

Ahmad Ahmad (2019) ‘Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 

Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the 

Guardian of the Constitution.” Jurnal Konstitusi’, Jurnal Konstitusi, 

16(4), pp. 785–808. Available at: 

https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646. 

Argoebie, B. et al. (2025) ‘An evaluation of Indonesia’s open 

proportional electoral system and its impact on party 

fragmentation in the 2024 general election’, Jurnal Politik Indonesia 

(Indonesian Journal of Politics), 11(1), pp. 79–95. Available at: 

https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.71891. 

Dameanti, A.S., Mahendra, R. and Oktivan, Y.V. (2024) ‘Tinjauan Kritis 

Pergantian Antar Waktu dalam Dinamika Politik Indonesia: 

Perspektif Demokrasi’, Civil Officium: Journal of Empirical Studies on 

Social Science, 3(1), pp. 16–21. Available at: 

https://doi.org/10.53754/civilofficium.v3i1.389. 

Mardani, R.E. and Nugraha, S. (2025) ‘TRANSFORMASI TEKNOLOGI 

INFORMASI DALAM MENDUKUNG PROSES PEMILIHAN KEPADA 

DAERAH YANG DEMOKRATIS’, MAGISTRA Law Review, 6(01), p. 10. 

Available at: https://doi.org/10.56444/malrev.v6i01.5593. 

Muhammad Nabil Naufal and Andy Usmina Wijaya (2025) ‘TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP WACANA PERUBAHAN MASA JABATAN 

PRESIDEN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN’, 

HUKMY : Jurnal Hukum, 5(1), pp. 857–867. Available at: 

https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.857-867. 

Pratama, A.A., Nur, I.T. and Erwinta, P. (2024) ‘Problematika 

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan 

Pilkada Serentak Tahun 2024’, Jurnal Hukum Bisnis, 13(01), pp. 1–

13. Available at: https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531. 

Sapii, R.B.S., Pratama, Y.D. and Aponno, A.D. (2022) ‘REALISASI 



 Konstitusionalitas Pemilu Serentak 2024 dan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden  

 

166 Fajar Prima Julian 

WACANA PENUNDAAN PEMILU: MANIFESTASI KONTRAINDIKASI 

TERHADAP SUPREMASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI’, JAPHTN-

HAN, 1(2). Available at: 

https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48. 

Susanto, M. et al. (2025) ‘Constitutional Repair through Opposition 

Reform: Designing the Right of the Opposition and Incentive 

Systems to Counter Democratic Deterioration in Indonesia’, 

Jambura Law Review, 7(2), pp. 583–632. Available at: 

https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.29349. 

Wulolo, C.M. and Renmaur, E.S. (2020) ‘Meredam Konflik dalam 

Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu 

Serentak 2019’, Jurnal Penelitian Politik, 16(2), p. 167. Available at: 

https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.801. 

Yustiyanto, R. (2024) ‘PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 

TAHUN 2024 SEBAGAI IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI 

INDONESIA’, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 25(1), pp. 577–584. 

Available at: https://doi.org/10.21009/jimd.v25i1.60059. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Konstitusionalitas Pemilu Serentak 2024 dan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden  

 

167 Fajar Prima Julian 

PROFIL PENULIS  

Fajar Prima Julian, S.H., M.H 
Ketertarikan penulis terhadap bidang 

hukum, khususnya Hukum Tata Negara, 

mulai berkembang sejak masa pendidikan 

tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan, 

penulis mengabdikan diri sebagai 

akademisi dan saat ini aktif sebagai dosen 

di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

Dalam menjalankan peran tersebut, penulis 

mengampu mata kuliah yang berkaitan 

dengan Hukum Tata Negara serta terus mengembangkan kompetensi 

di bidang kajian konstitusi, kelembagaan negara, dan perlindungan 

hak asasi manusia.  

Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti yang 

berfokus pada isu-isu ketatanegaraan, tata kelola pemerintahan, serta 

perlindungan pekerja migran dalam perspektif good governance. 

Berbagai kegiatan penelitian telah dilakukan, baik secara mandiri 

maupun kolaboratif, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap 

pengembangan ilmu hukum. Penulis juga aktif dalam kegiatan 

organisasi kemahasiswaan sebagai pembina Unit Kegiatan Mahasiswa 

Kelompok Riset dan Debat di Fakultas Hukum, dengan harapan dapat 

mendorong budaya akademik, berpikir kritis, dan kemampuan 

argumentasi hukum di kalangan mahasiswa. Penulis juga terus 

berupaya menghasilkan karya ilmiah dan bahan ajar guna 

memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan kemajuan bangsa 

 

Email Penulis: fajarprimajuliann@live.undip.ac.id  

 

 

 

 

mailto:fajarprimajuliann@live.undip.ac.id


Regulasi Terhadap Quick Count Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

 

168 Nur Chasanah 

 

 

 

 

 

 
 

BAB 7  

REGULASI TERHADAP 

QUICK COUNT DALAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM 

 

 

 

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H. 

Universitas Islam Kadiri (UNISKA) 

 

 

 

 



Regulasi Terhadap Quick Count Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

 

169 Nur Chasanah 

Quick Count dalam Arsitektur Sistem Pemilu Indonesia 

1. Quick Count sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Pemilu 

Quick count merupakan metode penghitungan cepat hasil suara 

Pemilu yang dilakukan berdasarkan sampel dari tempat 

pemungutan suara. Metode ini menggunakan pendekatan statistik 

untuk memperkirakan hasil sementara sebelum rekapitulasi resmi 

oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam sistem Pemilu Indonesia, 

quick count tidak memiliki kedudukan sebagai hasil resmi Pemilu. 

Hasil resmi Pemilu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 383 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, quick count 

hanya berfungsi sebagai informasi awal yang bersifat tidak 

mengikat secara hukum (Dewi & Nisa, 2023). 

Fungsi utama quick count dalam sistem Pemilu adalah sebagai 

mekanisme early verification terhadap hasil perolehan suara. 

Mekanisme ini memberikan gambaran awal kepada masyarakat 

mengenai kecenderungan hasil Pemilu di tingkat nasional maupun 

daerah (Erdely, 2019). Data yang diperoleh dari sampel tempat 

pemungutan suara kemudian diolah menggunakan metode ilmiah 

untuk menghasilkan estimasi hasil suara. Proses ini dilakukan oleh 

lembaga survei yang telah memenuhi syarat administratif dan 

terdaftar sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum. Dengan 

demikian, quick count berfungsi sebagai alat bantu informasi yang 

mendekati hasil aktual meskipun tidak bersifat final. 

Keberadaan quick count berperan dalam memperkuat 

kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. 

Informasi hasil sementara yang cepat dapat mengurangi spekulasi 

politik yang tidak berbasis data. Hal ini penting karena masyarakat 

membutuhkan kepastian awal dalam situasi politik yang 

kompetitif. Selain itu, keterbukaan informasi melalui quick count 

dapat meningkatkan transparansi proses demokrasi. Dengan 

demikian, quick count mendukung legitimasi proses Pemilu, bukan 

menggantikan hasil resmi yang ditetapkan oleh negara. 

Namun, posisi quick count juga dapat menimbulkan risiko 

kesalahpahaman di masyarakat. Sebagian publik sering 
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menganggap hasil quick count sebagai hasil akhir Pemilu yang sah. 

Kondisi ini dapat menimbulkan potensi konflik persepsi apabila 

hasil resmi berbeda dengan hasil sementara. Oleh karena itu, 

regulasi mewajibkan lembaga penyelenggara quick count untuk 

menyatakan bahwa hasil yang dipublikasikan bukan hasil resmi 

Pemilu. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk 

menjaga akurasi informasi publik dalam proses demokrasi 

elektoral. 

Dalam ekosistem demokrasi elektoral, lembaga survei sebagai 

pelaksana quick count merupakan aktor non-negara yang memiliki 

peran strategis. Lembaga ini tidak termasuk dalam struktur 

penyelenggara Pemilu, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap 

opini publik. Oleh karena itu, negara mengatur keberadaan 

lembaga tersebut melalui mekanisme pendaftaran dan 

pengawasan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan 

independensi, objektivitas, dan akuntabilitas data yang dihasilkan. 

Dengan demikian, aktor non-negara tetap berada dalam koridor 

hukum yang mendukung integritas Pemilu. 

Secara keseluruhan, quick count menempati posisi penting 

dalam sistem Pemilu Indonesia sebagai instrumen kontrol sosial 

yang berbasis data ilmiah. Fungsi utamanya adalah memberikan 

informasi awal kepada publik mengenai kecenderungan hasil 

Pemilu secara cepat dan relatif akurat. Meskipun demikian, quick 

count tidak dapat menggantikan kewenangan konstitusional 

Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan hasil resmi Pemilu. 

Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

menurut Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, quick count 

berfungsi sebagai pelengkap demokrasi, bukan penentu akhir 

legitimasi elektoral. 

 

2. Kedudukan Hukum Quick count dalam Sistem Hukum Pemilu 

Quick count dalam sistem hukum Pemilu Indonesia memiliki 

kedudukan yang berbeda dengan exit poll dan hasil rekapitulasi 

resmi. Quick count merupakan metode penghitungan cepat 

berbasis sampel formulir hasil penghitungan suara di tempat 
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Konsultan Politik dan Buzzer Politik dalam Arsitektur 

Demokrasi Elektoral 

1. Transformasi Aktor Non-Negara dalam Kampanye Elektoral 

Digital 

Transformasi kampanye elektoral dalam Pemilu Indonesia 

menunjukkan pergeseran yang signifikan dari model konvensional 

menuju strategi elektoral yang didigitalisasi. Perubahan ini terjadi 

karena perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi 

cara kandidat berkomunikasi dengan pemilih. Kampanye yang 

sebelumnya dominan dilakukan melalui pertemuan langsung kini 

banyak dilakukan melalui platform digital. Media sosial kemudian 

menjadi ruang utama dalam membentuk opini publik secara cepat 

dan masif. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah 

mengubah struktur komunikasi politik dalam demokrasi elektoral 

(Abdurrohman & Nugroho, 2025). 

Perubahan tersebut juga mendorong munculnya aktor non-

negara yang memiliki peran strategis dalam proses kampanye 

politik. Aktor ini tidak berada dalam struktur formal penyelenggara 

Pemilu, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan 

opini publik. Konsultan politik hadir sebagai pihak profesional 

yang merancang strategi komunikasi elektoral berbasis analisis 

data dan perilaku pemilih. Konsultan politik bekerja untuk 

membantu kandidat dalam menyusun pesan politik yang efektif 

dan terukur. Dengan demikian, konsultan politik menjadi bagian 

penting dalam arsitektur kampanye modern. 

Dalam praktiknya, konsultan politik berperan dalam 

mengelola narasi politik yang disampaikan kepada publik melalui 

berbagai kanal komunikasi. Mereka menggunakan pendekatan 

ilmiah seperti riset opini publik, analisis perilaku pemilih, dan 

segmentasi pemilih. Strategi tersebut dirancang agar pesan politik 

dapat diterima secara lebih efektif oleh kelompok sasaran tertentu. 

Peran ini menunjukkan bahwa kampanye politik tidak lagi bersifat 

spontan, tetapi terstruktur dan berbasis data. Oleh karena itu, 

konsultan politik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah 

komunikasi elektoral (Palbag, 2025). 
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Selain konsultan politik, muncul pula aktor yang dikenal 

sebagai buzzer politik yang berperan dalam penyebaran pesan 

politik di ruang digital. Buzzer politik bekerja dengan menyebarkan 

konten politik melalui jaringan akun media sosial secara sistematis. 

Aktivitas ini sering memanfaatkan algoritma platform digital untuk 

memperluas jangkauan pesan politik. Dalam banyak kasus, buzzer 

politik berfungsi untuk memperkuat narasi tertentu yang 

mendukung kepentingan kandidat atau partai politik. Hal ini 

menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena kompetisi 

opini yang sangat dinamis. 

Keberadaan buzzer politik menciptakan pola komunikasi 

politik yang berbeda dari model kampanye tradisional. Informasi 

politik tidak hanya disampaikan secara langsung oleh kandidat, 

tetapi juga melalui aktor perantara yang tidak selalu terlihat oleh 

publik. Kondisi ini dapat memengaruhi objektivitas informasi yang 

diterima oleh pemilih. Selain itu, penggunaan jaringan digital 

memungkinkan penyebaran pesan politik berlangsung sangat 

cepat dan luas. Dengan demikian, buzzer politik menjadi bagian 

dari ekosistem komunikasi politik modern yang kompleks. 

Secara keseluruhan, transformasi aktor non-negara dalam 

kampanye elektoral digital menunjukkan perubahan fundamental 

dalam arsitektur demokrasi elektoral. Konsultan politik dan buzzer 

politik telah menjadi bagian dari mekanisme komunikasi politik 

yang memengaruhi persepsi publik secara signifikan. Meskipun 

demikian, keberadaan kedua aktor ini masih berada dalam ruang 

hukum yang belum sepenuhnya terdefinisi secara normatif. Hal ini 

menimbulkan tantangan bagi sistem hukum Pemilu dalam 

mengatur aktivitas komunikasi politik digital. Oleh karena itu, 

transformasi ini menuntut pembaruan regulasi agar sejalan dengan 

perkembangan demokrasi berbasis teknologi. 

 

2. Kedudukan Normatif Konsultan Politik dan Buzzer dalam 

Hukum Pemilu 

Kedudukan normatif konsultan politik dalam sistem hukum Pemilu 

Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsultan politik 
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Digitalisasi Administrasi Negara dalam Negara Hukum 

Konstitusional 

1. Transformasi Birokrasi Menuju Digital Constitutional 

Governance 

Transformasi administrasi negara menunjukkan pergeseran besar 

dari sistem birokrasi manual menuju sistem pelayanan publik 

berbasis teknologi informasi. Pemerintah tidak lagi hanya 

mengandalkan dokumen fisik, proses tatap muka, dan prosedur 

administratif konvensional dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. Perubahan ini mendorong lahirnya konsep tata kelola 

pemerintahan digital atau digital constitutional governance dalam 

praktik administrasi negara modern. Konsep tersebut 

menempatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat prinsip 

negara hukum dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, digitalisasi 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi 

konstitusional. 

Peralihan dari administrasi manual ke sistem digital telah 

mengubah cara kerja birokrasi secara mendasar. Pada masa 

sebelumnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor 

pemerintahan untuk mengurus berbagai layanan administrasi. 

Saat ini, banyak layanan publik telah tersedia melalui sistem 

elektronik, aplikasi digital, dan platform layanan terpadu 

pemerintah. Perubahan ini membuat proses pelayanan menjadi 

lebih cepat, sederhana, dan efisien bagi masyarakat. Dengan 

demikian, digitalisasi administrasi negara menciptakan pola kerja 

birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Digitalisasi administrasi negara juga berfungsi sebagai 

instrumen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Pemerintah dapat mengurangi biaya operasional karena banyak 

proses administrasi dilakukan secara elektronik. Masyarakat juga 

dapat memperoleh informasi layanan secara lebih transparan 

melalui sistem digital yang tersedia (Santos, 2024). Prinsip ini 

sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik yang menegaskan asas keterbukaan, 

akuntabilitas, dan kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh 
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karena itu, digitalisasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan negara. 

Dalam perspektif hukum tata negara, digitalisasi administrasi 

negara harus tetap berada dalam kerangka negara hukum. Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh tindakan pemerintahan, 

termasuk sistem digital, untuk tunduk pada hukum yang berlaku. 

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap 

warga negara atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, 

sistem administrasi digital tidak boleh menghilangkan prinsip 

kepastian hukum dalam pelayanan publik (Oksilia Yulita Indaha, 

2024). 

Transformasi digital juga mengubah relasi antara negara dan 

warga negara dalam pelayanan administrasi. Dalam sistem 

konvensional, hubungan antara negara dan warga cenderung 

bersifat langsung dan administratif melalui pertemuan fisik. Dalam 

sistem digital, interaksi tersebut berubah menjadi berbasis sistem 

elektronik yang lebih terbuka dan terdokumentasi. Warga negara 

dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor 

pemerintahan secara langsung. Namun demikian, negara tetap 

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan digital 

berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. 

Perubahan menuju digital constitutional governance 

menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya perubahan teknis, 

tetapi juga perubahan struktur ketatanegaraan. Pemerintah harus 

memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi 

tanggung jawab hukum pejabat negara dalam pelayanan publik. 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi salah satu dasar hukum 

dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

menegaskan pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

dalam setiap tindakan administrasi. Dengan demikian, digitalisasi 

administrasi negara harus tetap berada dalam koridor hukum, 

akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. 
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Pendahuluan 

 Secara ontologis, hukum tata negara dan kecerdasan buatan (Artificial 

intelligence/AI) berdiri di atas dua ekstrem waktu yang saling bertolak 

belakang. Konstitusi dirancang sebagai instrumen perlambatan 

(instrument of deceleration), ia sengaja dibentuk secara kaku (rigid), 

deliberatif, dan memakan prosedur yang panjang demi menjaga 

stabilitas serta melindungi hak fundamental warga negara dari 

kesewenang-wenangan kekuasaan yang terburu-buru. Sebaliknya, AI 

bekerja dalam logika akselerasi eksponensial yang digerakkan oleh 

pemrosesan data historis secara masif, efisiensi komputasi, dan 

optimalisasi output seketika. Ketika instrumen pemercepatan ini 

diadopsi ke dalam jantung administrasi negara, tercipta ketegangan 

struktural antara arsitektur hukum yang mengutamakan due process 

dan arsitektur mesin yang mengutamakan kecepatan. Ketegangan 

inilah yang menempatkan hukum tata negara pada sebuah 

persimpangan krusial. Memilih bertahan dengan dogma klasik yang 

lambat laun akan direduksi oleh teknologi atau merombak cara 

pandangnya terhadap hakikat kekuasaan. 

Metamorfosis ini menandai babak baru dalam pergeseran tata 

kelola negara. Pemerintahan modern tidak lagi sekadar melakukan 

digitalisasi atas arsip maupun prosedur administratif klasik 

(electronic government), melainkan bertransisi menuju pemerintahan 

yang digerakkan oleh algoritma (algorithmic governance). Dalam isu 

perbincangan ini, diskresi pejabat publik yang secara tradisional 

dieksekusi oleh birokrat di lapangan (street-level bureaucracy), mulai 

didelegasikan kepada sistem otomatis pembuat keputusan 

(automated decision-making) di dalam pusat data (Coglianese & Lehr, 

2017). Keputusan-keputusan eksistensial yang menyangkut hak 

publik, mulai dari pemetaan target bantuan sosial, pemodelan 

kelayakan pajak, hingga prediksi potensi kriminalitas, kini diproduksi 

oleh kalkulasi probabilitas statistik yang bekerja senyap. 

Fenomena tersebut membawa persoalan mendasar yang 

melampaui wilayah studi teknik informatika. Ketika bahasa hukum 

yang interpretatif dan memberi ruang pada kebijaksanaan 

diterjemahkan ke dalam kode pemrograman biner, norma hukum 

mengalami determinisasi (Lessig, 2006). Situasi menjadi kian kritis 
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ketika arsitektur komputasi yang diadopsi bertumpu pada model 

machine learning yang berkarakter kotak hitam (black box) (Pasquale, 

2015). Pejabat pemerintah sering kali kehilangan kapasitasnya untuk 

menjelaskan alur rasionalitas di balik lahirnya sebuah keputusan 

administratif, karena logika kausalitasnya telah direkonstruksi secara 

mandiri oleh mesin melalui jutaan korelasi variabel. Dalam kondisi 

demikian, warga negara tidak lagi berhadapan dengan birokrat yang 

dapat diajak berargumentasi, melainkan dengan keputusan 

matematis yang bersifat final. 

Pada titik inilah urgensi rekontekstualisasi hukum tata negara 

menemukan momentumnya. Tulisan ini berpijak pada satu proposisi 

mendasar: pengadopsian kecerdasan buatan di dalam tubuh 

pemerintahan tanpa disertai pengaman konstitusional (constitutional 

guardrails) yang ketat, tidak sekadar mengubah metode kerja 

birokrasi, melainkan menggeser hakikat kedaulatan hukum itu 

sendiri. Jika konstitusi pada abad ke-18 lahir untuk menundukkan 

kesewenang-wenangan kekuasaan manusia (human leviathan), maka 

tugas konstitusi abad ke-21 adalah menundukkan kesewenang-

wenangan komputasi (algorithmic leviathan). Bab ini mengkaji 

benturan kedua entitas tersebut guna memastikan bahwa sistem 

kecerdasan buatan tetap berkedudukan sebagai objek pelaksana 

mandat, bukan subjek pemegang kedaulatan.  

 

Metamorfosis Birokrasi: Dari Rule of Law Menuju Rule by 

Code 

Dalam tradisi hukum administrasi negara klasik, instrumen utama 

dalam menjalankan fungsi eksekutif adalah tindakan pemerintahan 

(bestuurshandeling). Tindakan ini tidak pernah dipahami sekadar 

sebagai aplikasi mekanis dari serangkaian teks undang-undang yang 

rigid. Ia melekat erat dengan konsep freies Ermessen atau diskresi, 

yakni ruang kebebasan bertindak bagi pejabat publik untuk 

mengambil keputusan yang adil dalam situasi konkret yang belum 

diatur secara presisi oleh peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan diskresi menuntut kehadiran kebijaksanaan manusia 

(human prudence), kemampuan menimbang konteks sosiologis, serta 

kepekaan terhadap nuansa keadilan individual. Hukum yang 
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Lahirnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris 
Reformasi ketatanegaraan yang bergulir sejak tahun 1998 telah 

mengubah secara mendasar konfigurasi hubungan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Pergeseran paradigma 

dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju 

desentralisasi merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, 

partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Otonomi daerah tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme 

pelimpahan kewenangan administratif, melainkan sebagai instrumen 

konstitusional untuk mendekatkan pelayanan publik, memperkuat 

demokrasi lokal, serta mengakomodasi keragaman sosial, budaya, 

ekonomi, dan geografis yang menjadi karakteristik Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Penentuan format hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah secara ideal dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, bukanlah sesuatu yang mudah karena akan berjalan seiring 

dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jadi untuk mencari 

format hubungan kewenangan yang bertalian dengan pembagian 

urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan 

rumah tangga daerah. Cara ini akan menentukan suatu bentuk 

otonomi terbatas atau otonomi luas (Bagir Manan, 2001). 

Konstitusi melalui Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan 

landasan normatif bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

harus diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas 

pembantuan, dengan tetap memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah. Amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa 

desentralisasi di Indonesia sejak awal tidak dirancang dalam bentuk 

yang seragam (uniform), melainkan membuka ruang bagi pengaturan 

yang bersifat berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

masing-masing daerah.  

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah desentralisasi. 

Penerapan sistem desentralisasi telah menyebabkan terjadinya 

pergeseran atau pengalihan kewenangan pengurusan dari pusat 

kepada pemerintahan daerah, baik pada tataran provinsi, kabupaten, 

maupun kota (Aminuddin Ilmar, 2014). 
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Dalam konteks inilah konsep desentralisasi asimetris 

memperoleh relevansi sebagai salah satu desain ketatanegaraan yang 

memungkinkan pemberian kewenangan khusus kepada daerah 

tertentu berdasarkan pertimbangan historis, politik, sosial, budaya, 

maupun strategis. 

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan perlakuan 

berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik historis, 

politik, sosial, budaya, maupun geografis yang dimilikinya. Dalam 

perspektif hukum tata negara, konsep ini lahir sebagai instrumen 

konstitusional untuk mengakomodasi keragaman Indonesia sebagai 

negara kesatuan yang memiliki tingkat pluralitas sangat tinggi. 

Keberadaan desentralisasi asimetris menunjukkan bahwa prinsip 

kesatuan negara tidak selalu harus diwujudkan melalui keseragaman 

kebijakan pemerintahan daerah. 

Perkembangan kebijakan nasional juga memperlihatkan adanya 

kecenderungan untuk melakukan penataan ulang hubungan pusat dan 

daerah melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. 

Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga efektivitas pembangunan 

nasional melalui penguatan koordinasi dan standardisasi kebijakan. 

Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penguatan peran 

pemerintah pusat dapat mengurangi ruang diskresi daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. 

Dialektika antara kebutuhan akan integrasi nasional dan tuntutan 

otonomi daerah inilah yang menjadi salah satu isu sentral dalam 

perkembangan hukum tata negara Indonesia dewasa ini. 

 

Perkembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia 

Konsep desentralisasi asimetris berkembang sebagai respons 

terhadap keterbatasan model desentralisasi simetris yang cenderung 

menerapkan pola hubungan pusat dan daerah secara seragam. Dalam 

praktik ketatanegaraan, kebutuhan dan karakteristik setiap daerah 

tidak selalu dapat diakomodasi melalui kebijakan yang sama. Oleh 

karena itu, negara memberikan pengaturan khusus kepada daerah 

tertentu guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 
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Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum utama dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatur urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjabarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta 

merespons kebutuhan hukum masyarakat daerah. Karena dibentuk 

oleh DPRD bersama kepala daerah, Perda memiliki legitimasi 

demokratis masyarakat daerah. Namun, legitimasi tersebut tidak 

menjadikan Perda berdiri di luar sistem hukum nasional. Perda tetap 

berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, maupun kesusilaan (Pasal 7 ayat 1 UU Pembentukan 

Perundang-undangan). 

Dinamika pengawasan Perda menjadi penting karena dalam 

praktiknya Perda kerap menghadapi persoalan disharmoni, tumpang 

tindih norma, pelampauan kewenangan, serta minimnya partisipasi 

publik. Persoalan tersebut mendorong perlunya mekanisme 

pengawasan terhadap Perda, baik melalui mekanisme korektif 

maupun mekanisme preventif. Mekanisme korektif disebut sebagai 

review, yaitu pengujian terhadap Perda yang telah berlaku. Sementara 

itu, mekanisme preventif disebut sebagai preview, yaitu pengawasan 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum ditetapkan 

dan diundangkan menjadi Perda. 

Perubahan mendasar terkait paradigma pengawasan Perda 

terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-

XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XIV/2016. Kedua putusan tersebut pada prinsipnya menyatakan 

inkonstitusional kewenangan eksekutif dalam membatalkan Perda 

yang telah berlaku. Yuswanto & Arif (2019) menegaskan bahwa 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah konstruksi 

pengawasan Perda dari executive review menuju judicial review. 

Melalui konstruksi tersebut, pengawasan Perda tidak hanya dipahami 

sebagai pembatalan atau pengujian setelah berlaku, tetapi sebagai 

rangkaian pencegahan, koreksi administratif, dan pengujian yudisial 

yang saling melengkapi dalam sistem hukum nasional. 
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Kerangka Konseptual Review dan Preview Peraturan Daerah  

Secara teoritis, pengawasan Perda berada pada titik temu antara 

prinsip negara hukum dan prinsip otonomi daerah. Dalam negara 

hukum, setiap norma yang mengikat umum harus tunduk pada 

hierarki peraturan perundang-undangan dan dapat diuji apabila 

bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, dalam 

kerangka otonomi daerah, Perda juga merupakan ekspresi 

kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi. Oleh karena itu, pengawasan 

Perda harus dirancang secara proporsional, tidak boleh 

menghilangkan otonomi daerah, tetapi juga tidak boleh membiarkan 

Perda bertentangan dengan sistem hukum nasional. 

Review Perda dapat dipahami sebagai mekanisme pengujian 

terhadap Perda yang telah berlaku dan telah mempunyai daya ikat 

kepada masyarakat. Dalam konteks pascaputusan Mahkamah 

Konstitusi, review Perda yang berakibat pada pernyataan tidak sah 

atau tidak berlaku umum berada dalam ranah judicial review oleh 

Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan kedudukan Perda sebagai 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam 

sistem hierarki peraturan perundang-undangan, serta kewenangan 

Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A UUD NRI 

Tahun 1945). 

Preview Perda, di sisi lain, digunakan dalam artikel ini sebagai 

istilah konseptual yang merujuk pada seluruh mekanisme 

pengawasan preventif terhadap Raperda sebelum ditetapkan menjadi 

Perda. Preview tidak selalu muncul sebagai nomenklatur formal secara 

tunggal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan tercermin 

secara bertahap dalam instrumen Propemperda, naskah akademik, 

harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, verifikasi, hingga pemberian nomor 

register. Dengan demikian, preview Perda merupakan konstruksi 

konseptual untuk membaca berbagai instrumen preventif dalam 

pembentukan Perda. 

Selain review dan preview, terdapat pula mekanisme klarifikasi 

Perda. Klarifikasi berbeda dari review karena tidak dilakukan oleh 
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Konstitusi Ekonomi sebagai Dasar Norma Perekonomian 

Nasional 

Konstitusi ekonomi penting dipahami karena kehidupan ekonomi 

tidak berdiri sendiri di luar hukum dasar negara. Ketika negara 

membuat kebijakan tentang investasi, sumber daya alam, 

ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, koperasi, UMKM, badan 

usaha milik negara, atau persaingan usaha, semua kebijakan itu 

seharusnya tetap berpijak pada UUD NRI Tahun 1945. Ukuran 

keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi atau masuknya investasi. Kebijakan ekonomi 

juga perlu dilihat dari apakah kebijakan itu sesuai dengan keadilan 

sosial, kepentingan rakyat, dan tujuan negara sebagaimana ditetapkan 

dalam konstitusi (Asshiddiqie, 2013). 

Secara sederhana, konstitusi ekonomi dapat dipahami sebagai 

pedoman tertinggi yang mengarahkan sistem ekonomi suatu negara. 

Dalam konteks Indonesia, konstitusi ekonomi tidak menyerahkan 

seluruh kegiatan ekonomi kepada kehendak pasar. Negara diberi 

tugas untuk mengatur, mengarahkan, dan membatasi kegiatan 

ekonomi agar tidak merugikan rakyat. Dengan adanya dasar 

konstitusional tersebut, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya 

mengejar keuntungan atau efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan 

pemerataan, perlindungan kelompok lemah, dan kesejahteraan sosial  

(Mochtar, 2017). 

Arah perekonomian nasional Indonesia dapat ditelusuri sejak 

Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 

menyebutkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Rumusan ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional bukanlah 

tujuan akhir. Perekonomian adalah alat untuk mencapai 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Rachman, 2016). 

Norma utama konstitusi ekonomi Indonesia terdapat dalam Bab 

XIV UUD NRI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa 
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perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa cabang produksi yang 

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya juga dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 33 

ayat (4) menambahkan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi 

berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional (Majelis 

Permusyawaratan RI, 1998). 

Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 melengkapi Pasal 33 karena 

menegaskan tanggung jawab sosial negara. Negara tidak hanya diberi 

kewenangan untuk mengatur perekonomian, tetapi juga diberi 

kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, 

mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat 

lemah, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pelayanan umum yang layak. Pasal 33 dan Pasal 34 saling berkaitan. 

Pasal 33 memberi dasar mengenai cara perekonomian nasional 

disusun, sedangkan Pasal 34 menunjukkan arah sosial dari 

perekonomian itu (Ruslina, 2012). 

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi 

membawa akibat penting bagi penyelenggaraan negara. Negara tidak 

boleh menyerahkan seluruh kehidupan ekonomi kepada pasar. Pasar 

memang dapat dipakai sebagai sarana distribusi barang dan jasa, 

tetapi pasar tidak boleh menjadi satu-satunya penentu arah 

perekonomian. Jika pasar berjalan tanpa kendali, kelompok yang kuat 

secara modal dapat semakin dominan, sedangkan kelompok yang 

lemah dapat semakin tersisih. Kehadiran negara diperlukan untuk 

menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berada dalam jalur keadilan 

sosial (Agustine, 2014). 

Dalam kerangka Pancasila, perekonomian Indonesia tidak dapat 

disamakan dengan sistem ekonomi liberal yang menekankan 

kebebasan individu secara mutlak. Perekonomian Indonesia juga 

tidak tepat dipahami sebagai sistem yang menyerahkan seluruh 

kegiatan ekonomi kepada negara. Ekonomi Pancasila menempatkan 

negara, pasar, dan rakyat dalam hubungan yang seimbang. Negara 
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Pondasi Normatif Indonesia dalam Rekonstruksi Negara 

Hukum Ekologis 

Pondasi normatif Indonesia dalam rekonstruksi negara hukum 

ekologis berangkat dari kebutuhan untuk memperluas makna negara 

hukum. Negara hukum tidak cukup dipahami sebagai pemerintahan 

berdasarkan peraturan, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan 

semata, tetapi harus pula dimaknai sebagai tatanan hukum yang 

menjamin keberlanjutan ekologis sebagai syarat keberlangsungan 

kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan generasi mendatang. 

Dalam konteks ini, konstitusionalisme hijau menjadi koreksi terhadap 

model negara hukum yang terlalu antroposentris, ekonomistik, dan 

administratif dalam memandang lingkungan hidup. 

Secara global, hak atas lingkungan hidup telah berkembang 

sebagai bagian penting dari hukum konstitusi modern. Boyd 

menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup telah memperoleh 

pengakuan eksplisit dalam konstitusi 90 negara dan diakui secara 

implisit serta dapat ditegakkan di sedikitnya 12 negara lain melalui 

penafsiran atas hak hidup, hak kesehatan, atau kewajiban negara 

untuk melindungi lingkungan. Boyd juga menegaskan bahwa “clean 

air, clean water, fertile soil and functioning ecosystems” merupakan 

prasyarat bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.(Boyd, 

2011) Dengan demikian, pengakuan konstitusional terhadap 

lingkungan bukan lagi gejala marginal, melainkan bagian dari 

transformasi hukum konstitusi kontemporer. 

Dalam perspektif May, pengakuan hak atas lingkungan hidup 

tidak berhenti pada pencantuman norma dalam konstitusi. Global 

environmental constitutionalism mencakup hak, kewajiban, prosedur, 

tanggung jawab, kebijakan, hak atas informasi, partisipasi, akses 

keadilan, hak generasi kini dan mendatang, hak masyarakat adat, 

bahkan hak alam.(May, 2021) Pandangan ini penting untuk membaca 

Indonesia: negara hukum ekologis tidak cukup dibangun melalui satu 

pasal tentang hak atas lingkungan, tetapi harus dikonstruksi sebagai 

keseluruhan sistem konstitusional, legislasi, kelembagaan, 

perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berorientasi 

ekologis. 
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1. Fondasi Konstitusional: Hak Lingkungan, Kewajiban Negara, 

dan Batas Ekologis Pembangunan 

Fondasi utama konstitusionalisme hijau di Indonesia terdapat 

dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut 

menyatakan secara langsung bahwa “setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.”(UUD 1945, 2002) Rumusan ini 

mengandung makna bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 

bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan hak konstitusional 

yang melekat pada setiap orang. 

Hak tersebut memiliki karakter ganda. Pertama, ia merupakan 

hak substantif karena menjamin kualitas lingkungan tertentu yang 

memungkinkan manusia hidup sehat, aman, dan bermartabat. 

Kedua, ia merupakan hak relasional karena kualitas lingkungan 

tidak dapat dipisahkan dari hak atas kesehatan, tempat tinggal, 

informasi, rasa aman, dan martabat manusia. Oleh sebab itu, 

pencemaran lingkungan, kerusakan ruang hidup, serta kebijakan 

pembangunan yang menurunkan daya dukung ekologis bukan 

hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menjadi 

pelanggaran hak konstitusional. 

Fondasi kedua adalah Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, 

yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah.” (UUD 1945, 2002). Karena hak atas 

lingkungan hidup termasuk bagian dari hak asasi, negara memikul 

kewajiban aktif untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan 

memulihkan hak lingkungan. Kewajiban tersebut tidak boleh 

direduksi menjadi sekadar penerbitan regulasi, tetapi harus 

diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, pengawasan, pemulihan, 

sanksi, dan akses keadilan yang efektif. 

Fondasi ketiga adalah Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 

Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 33 ayat 

(4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan 
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Pendahuluan 
Gagasan mengenai negara hukum menuntut adanya supremasi 

konstitusi yang melandasi setiap gerak dan kebijakan otoritas publik. 

Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan menempatkan hukum 

sebagai panglima tertinggi guna mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat. Merujuk pada teori Miriam Budiardjo, konsep 

demokrasi yang dianut di Tanah Air bersumber pada nilai-nilai luhur 

Pancasila. Konsekuensi logis dari sistem democratie rechtsstaat ini 

adalah penolakan mutlak terhadap bentuk kekuasaan absolut yang 

sewenang-wenang. Negara berkewajiban mewujudkan kedaulatan 

rakyat melalui mekanisme pemerintahan yang transparan, akuntabel, 

dan tunduk pada pembatasan hukum dasar (Pratamawaty, 2025). 

Perlindungan terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat 

menjadi salah satu indikator utama kematangan sebuah negara 

hukum yang demokratis. Manifestasi yuridis dari hak fundamental 

tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Regulasi tersebut menetapkan lima asas utama yang meliputi 

keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian 

hukum, proporsionalitas, serta asas manfaat. Penyampaian pendapat 

oleh setiap warga negara idealnya harus merepresentasikan kelima 

asas tersebut agar tidak mencederai hak orang lain. Prinsip ini 

menjadi benteng normatif yang menjaga agar kebebasan berekspresi 

tetap berjalan selaras dengan koridor hukum nasional. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah 

memicu pergeseran eksistensial dalam tata cara masyarakat 

berinteraksi. Pertumbuhan jaringan internet yang masif menjadi 

karakteristik paling dominan dari bergulirnya era revolusi Industri 

4.0 dan bertransisi dan mengadopsi konsep Masyarakat 5.0 (Society 

5.0) (De Gregorio, 2022). Kebutuhan harian masyarakat modern, 

mulai dari akses informasi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga 

komunikasi politik, kini bertumpu pada ekosistem digital. Internet 

bukan lagi sekadar alat bantu komunikasi, melainkan telah 

bertransformasi menjadi ruang publik baru tempat warga negara 

hidup. Realitas baru ini menuntut adanya redefinisi mengenai 

bagaimana hak-hak konstitusional warga negara harus dilindungi di 

dalam dunia maya (Zuboff, 2019). 
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Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

menunjukkan lonjakan pengguna internet yang mencapai 196,71 juta 

jiwa pada periode 2019-2020. Angka tersebut merepresentasikan 

penetrasi sebesar 73,3 persen dari total populasi penduduk dan 

dipastikan terus mengalami tren peningkatan. Tingginya angka 

penetrasi digital memicu gelombang migrasi aktivitas penyampaian 

pendapat dari ruang fisik menuju berbagai platform media sosial. 

Pemanfaatan teknologi internet untuk menyuarakan pikiran pada 

hakikatnya diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang 

dilindungi Pasal 28C UUD NRI 1945. Kebebasan di ruang siber ini 

membuka ruang demokratisasi informasi yang jauh lebih inklusif bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

Hak konstitusional dalam ranah digital ini bagaimanapun tidak 

bersifat mutlak dan tetap memiliki batasan-batasan yuridis tertentu. 

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara limitatif mengatur bahwa 

pelaksanaan hak setiap orang wajib tunduk pada pembatasan undang-

undang. Pembatasan tersebut dinilai konstitusional sepanjang 

bertujuan menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan 

moral, nilai agama, dan ketertiban umum. Negara memiliki otoritas 

sah untuk melakukan intervensi demi menjaga stabilitas keamanan 

nasional dari ancaman di dunia maya. Keseimbangan antara 

kebebasan berekspresi dan ketertiban umum harus dijaga agar tidak 

melahirkan anarki digital yang merusak integrasi bangsa. 

Kebijakan sepihak berupa pemutusan akses internet oleh otoritas 

negara berpotensi menimbulkan dampak berantai yang sangat 

merugikan bagi masyarakat. Tindakan intervensi siber semacam itu 

secara langsung mengamputasi hak warga negara untuk 

berkomunikasi, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan 

informasi. Hak-hak fundamental yang seharusnya dijamin oleh UUD 

NRI 1945 menjadi lumpuh seketika akibat kebijakan pemblokiran 

tersebut. Kerugian pertama yang nyata terlihat akibat kebijakan ini 

adalah penurunan performa dan kelumpuhan sektor ekonomi 

nasional. Banyak pelaku usaha digital kehilangan potensi pendapatan 

karena terhambatnya arus transaksi keuangan dan perdagangan 

elektronik global (Fadhillah & Isma, 2025). 
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Negara hukum (rechtsstaat) merupakan konsep fundamental 

dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menempatkan 

hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan 

negara. Seluruh tindakan pemerintah, baik dalam kondisi normal 

maupun keadaan luar biasa, harus tetap berlandaskan pada konstitusi 

sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Namun 

demikian, dalam praktik ketatanegaraan tidak semua keadaan dapat 

diantisipasi melalui mekanisme hukum yang berlaku secara normal. 

Perkembangan dinamika sosial, politik, ekonomi, kesehatan, maupun 

keamanan dapat melahirkan situasi krisis nasional yang mengancam 

keselamatan bangsa dan keberlangsungan negara, sehingga 

memerlukan mekanisme hukum yang bersifat luar biasa atau dikenal 

sebagai hukum darurat (emergency law atau state of emergency). 

Konsep hukum darurat merupakan instrumen konstitusional yang 

memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil tindakan 

cepat dalam menghadapi keadaan yang mengancam keselamatan 

masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip negara hukum.  

Dalam teori hukum tata negara, keadaan darurat dipahami 

sebagai kondisi yang menyebabkan mekanisme pemerintahan biasa 

tidak lagi memadai untuk mengatasi ancaman yang sedang 

berlangsung. Oleh karena itu, konstitusi pada umumnya memberikan 

ruang bagi pemerintah untuk menggunakan kewenangan luar biasa 

yang bersifat sementara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum tata 

negara darurat merupakan seperangkat norma yang mengatur 

bagaimana, negara tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan 

ketika menghadapi keadaan yang tidak normal tanpa mengabaikan 

prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan perlindungan hak asasi 

manusia. Dengan demikian, hukum darurat bukanlah bentuk 

penyimpangan terhadap konstitusi, melainkan bagian dari 

mekanisme konstitusional yang telah dipersiapkan untuk menghadapi 

situasi luar biasa.  

Di sisi lain, pemikiran klasik mengenai keadaan darurat banyak 

dipengaruhi oleh Carl Schmitt yang menyatakan bahwa "sovereign is 

he who decides on the exception." Pandangan tersebut menempatkan 

penguasa sebagai pihak yang menentukan keberadaan keadaan 

darurat dan tindakan luar biasa yang harus diambil. Akan tetapi, 
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perkembangan negara demokrasi modern tidak lagi menerima 

pandangan tersebut secara mutlak. Negara hukum kontemporer 

justru menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dalam keadaan 

darurat tetap berada dalam koridor konstitusi, tunduk pada 

mekanisme pengawasan, serta dapat diuji melalui lembaga peradilan 

konstitusi. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa 

kekuasaan luar biasa tidak identik dengan kekuasaan tanpa batas, 

melainkan harus tetap dibatasi oleh prinsip necessity, proportionality, 

temporality, dan accountability (Purnomo, 2023).  

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hukum darurat 

telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 12 dan Pasal 

22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 12 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk 

menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibat yang diatur 

lebih lanjut melalui undang-undang, sedangkan Pasal 22 memberikan 

kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila terdapat 

kegentingan yang memaksa. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan 

bahwa konstitusi Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan 

munculnya keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan cepat dari 

pemerintah. Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut 

tidak bersifat absolut karena tetap berada di bawah mekanisme 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat serta pengujian oleh 

Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang dihasilkan.  

Urgensi pembahasan mengenai hukum darurat semakin menguat 

setelah Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. 

Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan luar biasa, mulai dari 

penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, pembatasan 

aktivitas masyarakat, hingga penerbitan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian 

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kebijakan 

tersebut memunculkan berbagai perdebatan akademik mengenai 

batas kewenangan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, 

fungsi pengawasan DPR, serta efektivitas peran Mahkamah Konstitusi 

sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Pandemi 

menjadi contoh konkret bahwa hukum darurat tidak hanya berkaitan 
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Konsep Kelembagaan Negara 

1. Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan 

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang 

pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara 

berkembang sangat pesat (Jimly Asshiddiqie, 2006). Variasi 

struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan 

itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di 

tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. 

Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak 

terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, 

baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di 

tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme 

yang semakin kompleks dewasa ini. 

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur 

organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan 

para pengambil keputusan (decision makers) dalam suatu negara 

dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul 

dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena 

kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat 

dinamis, corak organisasi negaranya juga berkembang dengan 

dinamika sendiri. Sebelum abad ke-19, sebagai reaksi terhadap 

kuatnya cengkeraman kekuasaan para raja di Eropa, timbul 

revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih besar 

bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, 

berkembang luas pengertian bahwa “the least government is the 

best government” menurut doktrin Nachwachtersstaat (Miriam 

Budiardjo, 1980). 

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah 

cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga 

keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan 

istilah Wachterstaat (negara jaga malam). Namun, selanjutnya, 

pada abad ke-19, ketika dari banyak dan luasnya gelombang 

kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus 

sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan 

hanya menjaga penjaga malam itu, muncullah pandangan baru 

secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggung 



Reformasi Desain Kelembagaan Negara Pasca – Amandemen UUD 1945  

 

364 Marjan Miharja 

jawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal 

kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin 

negara kesejahteraan atau welfare state dalam alam pikiran umat 

manusia. 

Menurut doktrin welfare state (welvaartsstaat) atau negara 

kesejahteraan, negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang 

sebelumnya tidak ditangani. Sampai pertengahan abad ke-20, umat 

manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya dimensi 

tanggung jawab negara yang memberikan pembenaran terhadap 

gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas 

(interventionist state). 

Menurut Gerry Stoker, 

“Both central and local government have encouraged 

experimentation with non-elected forms of government as a way of 

encouraging the greater involvement of major private corporate 

sector companies, banks and building societies in dealing with 

problems of urban and economic decline.” 

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (lokal) 

sama-sama terlibat dalam upaya eksperimentasi kelembagaan 

yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang 

diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam 

mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi 

persoalan ekonomi yang terus menurun. Masalah sosial, ekonomi, 

dan budaya yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga kita 

tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi 

pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya. 

Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai 

tiga peran utama (R. Rhodes, 1988). 

“Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang 

diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan berbagai lembaga lain (coordinate the activities of the 

various other agencies). Misalnya, Regional Department of the usaha 

real-estate di wilayahnya. Kedua, melakukan peman-tauan 

(monitoring) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan 

atau policies pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan 

daerah dalam berhadapan dengan pusat.” 
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Pendahuluan 

Arsitektur ketatanegaraan Indonesia mengalami perombakan 

mendasar akibat reformasi konstitusi yang bergulir sepanjang tahun 

1999 hingga 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945) yang dilaksanakan dalam empat fase tersebut memicu integrasi 

lembaga-lembaga baru, meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi 

Yudisial, serta Dewan Perwakilan Daerah. Proses ini sekaligus 

memperkuat doktrin pemisahan kekuasaan dan jaminan hak asasi 

manusia secara lebih integral. Kendati perubahan historis tersebut 

berhasil mengonstruksi fondasi demokrasi konstitusional pasca-

kejatuhan rezim Orde Baru, implementasinya setelah lebih dari dua 

dekade masih membentur kendala struktural. Berbagai persoalan 

struktural masih menghalangi terwujudnya demokrasi substantif 

yang ditunjukkan dengan munculnya suatu kondisi di mana konstitusi 

tidak sekadar menjamin hak secara formal, tetapi juga memastikan 

pemenuhan hak secara nyata, merata, dan berkeadilan bagi seluruh 

warga negara. 

Tulisan ini menelaah tiga tema utama dalam prospek pembaruan 

konstitusi Indonesia, antara lain: (1) rekonstruksi desain check and 

balances antarlembaga negara; (2) reformulasi konstitusionalisme 

yang berkeadilan sosio-ekologis; dan (3) perlindungan hak asasi 

manusia yang adaptif di era digital dan keadaan bahaya. Ketiga tema 

ini saling berkelindan dan secara kolektif mengarah pada satu visi 

besar: konstitusi yang mampu mewujudkan demokrasi substantif bagi 

seluruh warga negara Indonesia, baik generasi kini maupun yang akan 

datang. 

 

Rekonstruksi Desain Check and Balances Antarlembaga 

Negara 

1. Aktivisme Yudisial dan Kebijakan Hukum Terbukaa 

Kekosongan parameter yang rigid terkait doktrin open legal policy 

(Kekosongan parameter yang rigid terkait doktrin open legal policy 

(kebijakan hukum terbuka) dalam proses legislasi nasional 

merupakan problem paling krusial dalam dinamika hukum tata 

negara Indonesia saat ini. Secara konseptual, doktrin ini 
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memberikan legalitas bagi otoritas pembentuk undang-undang 

untuk menggunakan diskresi secara luas ketika meregulasi materi 

muatan yang tidak diwajibkan maupun dideklarasikan sebagai 

larangan oleh konstitusi (Baihaki dkk., 2020). Pada tataran ideal, 

eksistensi doktrin ini diproyeksikan sebagai instrumen 

penyeimbang antara ranah kekuasaan kehakiman (judicial power) 

dan kekuasaan legislatif. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak melampaui 

batas yurisdiksinya menjadi lembaga supralegislatif (super-

legislature) yang menganulir serta menggantikan kebijakan-

kebijakan pilihan politik yang lahir dari representasi demokratis 

rakyat. 

Dalam prakteknya, implementasi doktrin kebijakan hukum 

terbuka (open legal policy) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 

memperlihatkan kecenderungan yang tidak konsisten. Dalam 

beberapa klaster perkara, MK memosisikan doktrin ini sebagai 

landasan yurisprudensi untuk menolak permohonan pengujian 

undang-undang, sebuah langkah yang secara efektif memproteksi 

diskresi legislatif dari intervensi kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, 

terhadap perkara yang secara substansial memiliki karakteristik 

serupa, MK justru melakukan penetrasi ke dalam domain kebijakan 

legislatif melalui pembentukan putusan yang bersifat ultra petita 

atau memuat amar perintah normatif (conditional 

constitutionality) bagi pembentuk undang-undang untuk 

mereformulasi klausul tertentu (Hidayat dkk.,  2025). Inkonsistensi 

penerapan ini tidak hanya memicu ketidakpastian hukum, 

melainkan juga melahirkan dilema mendasar yang ditunjukkan 

dari benturan antara upaya menegakkan supremasi konstitusi yang 

menjadi yurisdiksi perlindungan MK, dengan pelestarian mandat 

demokratis dari otoritas legislasi selaku representasi kedaulatan 

rakyat. 

Fenomena inkonsistensi tersebut bertaut erat dengan 

perdebatan mengenai batas-batas aktivisme yudisial (judicial 

activism). Perkembangan ketatanegaraan terkini menunjukkan 

bahwa beberapa putusan MK telah mengekstensi kewenangan 

konstitusionalnya hingga pada tahap menggantikan pilihan 
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Pendahuluan 

Kapita Selekta pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan topik lepas, 

melainkan cermin dari denyut nadi ilmu hukum tata negara yang 

sedang bergerak. Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mulai dari 

hukum tata negara kontemporer, kebijakan hukum terbuka (open 

legal policy), aktivisme yudisial, hingga prospek pembaruan konstitusi 

pada dasarnya menyusun sebuah peta kognitif tentang bagaimana 

konstitusionalisme Indonesia bekerja di tengah tekanan politik, 

teknologi, dan tuntutan keadilan sosial yang terus berubah. Bab ini 

bukan untuk menambah materi baru, tetapi untuk melangkah mundur 

sejenak dan menilai: sejauh mana rangkaian materi tersebut berhasil 

menjalankan fungsi pedagogisnya, dan sejauh mana ia relevan bagi 

perkembangan ilmu hukum tata negara ke depan. 

Urgensi refleksi ini tidak bisa dilepaskan dari karakter hukum 

tata negara itu sendiri yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap 

tafsir. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma berada 

dalam ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, 

pengadilan sesungguhnya sedang menggambar ulang batas antara 

wilayah politik hukum dan wilayah yudisial batas yang tidak pernah 

benar-benar tetap (Satriawan & Lailam, 2019). Fenomena yang sama 

terlihat ketika Mahkamah Konstitusi bergerak dari posisi negative 

legislator menuju kecenderungan aktivisme yudisial dalam sejumlah 

putusan pengujian undang-undang, termasuk putusan kontroversial 

mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang banyak 

dipersoalkan sebagai bentuk perluasan tafsir konstitusional 

(Darmawan & Wijaya, 2024). Jika materi ajar tidak dirancang untuk 

menangkap pergeseran semacam ini secara reflektif, mahasiswa 

hanya akan mewarisi doktrin yang statis, padahal realitas 

ketatanegaraan Indonesia justru menuntut kemampuan membaca 

perubahan. 

Pengajaran Kapita Selekta Hukum Tata Negara meliputi isu 

kebijakan hukum terbuka, aktivisme yudisial, kerugian konstitusional, 

pemilu serentak dan e-voting, digitalisasi pemerintahan dan 

kecerdasan buatan, otonomi daerah asimetris, demokrasi ekonomi, 

konstitusionalisme hijau, hak asasi manusia digital, hukum darurat, 
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hingga reformasi desain kelembagaan dan etika konstitusional pada 

dasarnya adalah upaya menghadirkan hukum tata negara sebagai 

disiplin yang hidup (living discipline), bukan sekadar hafalan pasal. 

Pembahasan pertama akan mengevaluasi muatan dan pendekatan 

pengajaran yang telah dibangun sebelumnya, termasuk kekuatan dan 

kelemahannya sebagai metode pembelajaran. Pembahasan kedua 

akan menelaah relevansi akademik Kapita Selekta ini bagi 

pengembangan ilmu hukum, kebijakan publik, dan dunia pendidikan 

tinggi hukum di Indonesia. Bab ini ditutup dengan simpulan reflektif 

dan rekomendasi bagi pengembangan pengajaran hukum tata negara 

pada masa mendatang. 

 

Evaluasi Muatan dan Pendekatan Pengajaran Kapita Selekta 

Hukum Tata Negara 

Jika ditelaah secara utuh, kerangka pembahasan yang mendahului 

refleksi ini sesungguhnya membentuk tiga klaster besar yang saling 

berkelindan. Klaster pertama berkisar pada relasi antara kebijakan 

hukum terbuka, tafsir konstitusi, dan aktivisme yudisial, inti dari 

perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebagai penafsir konstitusi. Klaster ini penting sebagai fondasi karena 

hampir seluruh isu ketatanegaraan kontemporer, mulai dari pemilu 

hingga otonomi daerah, pada akhirnya kembali bermuara pada 

pertanyaan: sejauh mana pengadilan boleh menafsirkan, dan sejauh 

mana ruang itu sepenuhnya milik pembentuk undang-undang. 

Doktrin kebijakan hukum terbuka memberi kerangka analisis untuk 

membedah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi secara kritis, 

bukan sekadar menghafal amar putusan (Sukma, 2020). Materi 

mengenai dinamika pengukuran kerugian konstitusional sebagai 

syarat legal standing pemohon judicial review melengkapi klaster ini 

dengan dimensi prosedural, sekaligus mengajarkan bahwa akses 

terhadap keadilan konstitusional sangat bergantung pada 

kemampuan menyusun argumentasi kerugian yang meyakinkan, baik 

yang bersifat aktual, potensial, maupun struktural-ekologis 

sebagaimana terlihat dalam gugatan terhadap Undang-Undang Ibu 

Kota Negara (ARGUMEN Sampaikan Kerugian Konstitusional Sebagai 
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